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Abstract: Evaluation of Implementation Land Certification Program for Small and Micro 
Enterprises (Case Study at Mulyoagung Village, Sub-district of Dau, Malang Regency). The 
problems faced by micro and small enterprises are difficult to access capital in the banking 
system. Land rights certification program for micro and small enterprises is a program aimed at 
micro and small enterprises that do not have land certification as collateral on bank capital. The 
method used is descriptive qualitative. The results of this research said that the implementation  
land rights certification of small and micro enterprises have been run in accordance with its 
technical guidelines. Land Affairs Office and the Department of Cooperatives and SMEs in 
Malang as the implementing agencies have been performing their duties and functions well. The 
purpose and objectives of its program have largely been achieved as the targets. 
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Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil 
Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten 
Malang). Permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah sulit mengakses 
permodalan pada perbankan. Program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil adalah 
program yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat tanah sebagai 
jaminan modal pada bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah 
usaha mikro dan kecil telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program sertifikasi 
hak atas tanah usaha mikro dan kecil. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Malang sebagai instansi pelaksana telah menjalankan tugas dan fungsinya 
dalam pelaksanaan program ini. Tujuan dan sasaran pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah 
usaha mikro dan kecil sebagian besar telah tercapai sesuai target program. 
 
Kata Kunci: evaluasi, implementasi program, sertifikasi hak atas tanah, usaha mikro dan kecil 
 
 
Pendahuluan  
Pembangunan merupakan salah satu kunci 
keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh 
kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan 
merupakan proses menuju perubahan, per-
kembangan dari suatu kesulitan menuju ke arah 
kemudahan. Sampai saat ini, pembangunan di 
Indonesia belum merata secara keseluruhan. 
Pembangunan terutama dalam bidang ekonomi 
masih didominasi oleh  Pulau Jawa, Bali dan 
Sumatra. Hal ini menunjukan bahwa pem-
bangunan ekonomi di Indonesia juga masih 
banyak ketimpangan antardaerah pusat dengan 
daerah. Namun pada umumnya pertumbuhan 
ekonomi di berbagai daerah di Indonesia juga 
mulai mengalami peningkatan dengan adanya 
aktivitas ekonomi di daerah-daerah berupa 
usaha mikro, kecil dan menengah. 
Usaha mikro dan kecil merupakan salah 
satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia untuk 
menekan jumlah pengangguran di Indonesia. 
Perkembangan usaha mikro dan kecil sangat 
penting bagi pertumbuhan ekonomi dan 
menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha mikro 
dan kecil mampu menciptakan lapangan 
pekerjaan lebih cepat daripada sektor lain. 
Karena UMK mampu beradaptasi dengan baik 
dalam menghadapi perubahan pasar yang 
semakin kompetitif. Oleh karena itu, Usaha 
Mikro dan Kecil memiliki kegiatan ekonomi 
yang sangat produktif bagi penunjang per-
ekonomian di sekitarnya. 
Sejak peristiwa krisis moneter tahun 1997 
yang menimpa Indonesia, pemerintah mulai 
 Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2 , No.2, Hal.269-275 | 270  
memperhatikan perkembangan sektor usaha 
mikro dan kecil.Usaha Mikro dan Kecil 
dipercaya mampu mengurangi dampak krisis 
global terhadap Indonesia. Hal ini dibuktikan 
ketika krisis global sedang melanda dunia pada 
tahun 2008, Indonesia menjadi salah satu negara 
yang tetap mampu berdiri dalam pertumbuhan 
ekonominya dikarenakan usaha-usaha mikro 
dan kecil yang terus tumbuh dan berkembang. 
Kedudukan UMK dalam masyarakat juga 
semakin popular sebagai sokoguru ekonomi 
Indonesia pasca krisis. 
Peran dan fungsi usaha mikro dan kecil 
yang semakin menemuka ternyata tidak sejalan 
dengan perkembangannya. Dalam proses 
mengembangkan dan memperluas jaringan 
usaha, UMK masih banyak memiliki kendala 
yang cukup serius. Permasalahan umum yang 
selalu dihadapi oleh Usaha Mikro dan Kecil 
diantaranya kurangnya modal, kesulitan dalam 
pemasaran, persaingan usaha yang ketat, 
kesulitan bahan baku, kurangnya ketrampilan 
manajerial, kurangnya pengetahuan tentang 
manajemen keuangan,  iklim usaha yang kurang 
kondusif. Kendala-kendala dalam usaha mikro 
dan kecil ini sebagian besar terjadi di daerah-
daerah atau desa-desa yang terpencil. Pada 
umumnya para pengusaha mikro dan kecil ini 
lebih mengandalkan modal perseorangan yang 
dimilikinya sendiri dengan jumlah terbatas dan 
akses-akses permodalan juga sulit di jangkau. 
Akses-akses permodalan sulit dicapai oleh 
masyarakat pedesaan karena kesulitan dalam 
masalah jaminan pinjaman. Salah satu jaminan 
pinjaman dari bank yang kuat bisa diperoleh 
melalui jaminan aset berupa tanah yang dimiliki 
oleh pengusaha. Jaminan aset tanah tersebut 
harus berupa sertifikat tanah yang menunjukan 
kepemilikan sah atas tanah tersebut. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan 
UKM, Kementerian Dalam Negeri dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
membuat Kesepakatan Bersama yang di-
tuangkan dalam Surat Keputusan Bersama 
Nomor: 01/SKB/M.KUKM/VII/2007 dan 
Nomor: 570-351 Tahun 2007 dan Nomor: 
5/SKB-BPN RI-2007 tentang Percepatan Pro-
gram Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 
melalui Kegiatan Program Pemberdayaan Usaha 
Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi 
Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses 
Permodalan. Program pemberdayaan Usaha 
Mikro Kecil merupakan Program bantuan 
berupa subsidi dalam pelayanan sertifikasi hak 
atas tanah untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 
secara massal. Melalui program ini diharapkan 
mampu meringankan permasalahan pemilik 
usaha mikro dan kecil yang belum memiliki 
sertifkat tanah, yakni berupa penguatan akses 
untuk permodalan pada perbankan, sehingga 
usaha mikro dan kecil dapat lebih berkembang. 
Berdasarkan proses verifikasi dan iden-
tifikasi peserta program sertifikasi hak atas 
tanah usaha mikro dan kecil, Desa Mulyoagung 
telah ditetapkan sebagai salah satu desa yang 
mendapatkan program sertifikasi hak atas tanah 
usaha mikro dan kecil. Letak Desa Mulyoagung 
yang strategis dan memiliki potensi wisata yang 
cukup membuat pengembangan potensi usaha 
mikro dan kecil menjadi dapat terangkat. 
 
Kajian Pustaka 
1. Program 
Definisi program menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, adalah: “Program adalah instrumen 
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ 
lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
masyarakat.” 
Menurut Arikunto (2012, h.34) Program 
adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai 
unit yang berisi kebijakan dan rang-kaian 
kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun 
waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam 
sebuah program terdapat beberapa aspek yaitu 
berupa tujuan kegiatan, aturan yang harus 
dipegang dalam kegiatan, anggaran atau biaya 
yang digunakan, dan strategi pelaksanaan 
kegiatan. Melalui program segala sesuatu ren-
cana yang telah disusun dapat dioperasionalkan 
dengan mudah dan teratur. 
Sedangkan menurut Jones (1991, h.23) 
program merupakan cara yang disahkan untuk 
mencapai tujuan. Ada beberapa karakteristik 
tertentu yang dapat digunakan untuk meng-
identifikasikan suatu aktivitas sebagai program 
atau tidak antara lain, 1) Program cenderung 
membutuhkan staf, misalnya untuk melaksa-
nakan atau sebagai pelaku program, 2) Program 
biasanya memiliki anggaran tersendiri, program 
terkadang biasanya juga diidentifikasi melalui 
anggaran, 3) Program memiliki identitas sendiri, 
yang jika berjalan secara efektif dapat diakui 
oleh publik. 
 
2. Implementasi Program 
Menurut Abdullah (1987, h.398) terdapat 
tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan pro-
gram, antara lain 1) Adanya Program (kebijakan) 
yang dilakukan, 2) Target grup, yaitu kelompok 
masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan 
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akan menerima manfaat dari program tersebut 
dalam bentuk perubahan dan peningkatan, dan 3) 
Unsur pelaksana baik organisasi maupun 
perorangan yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari 
proses implementasi tersebut. Salah satu model 
implementasi program menurut David C. Korten 
adalah model kesesuaian implementasi program. 
Menurut Korten (dikutip dari Tarigan, 2000, 
h.19) dapat dijelaskan bahwa dalam Pelaksanaan 
atau implementasi program terdiri dari tiga 
elemen yaitu program itu sendiri, kelompok 
sasaran atau pemanfaat program, dan pelaksana 
program dalam struktur organisasi. Pelakasanaan 
program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi 
tiga elemen implementasi program di atas. Yang 
pertama, yaitu kesesuaian antara program dengan 
apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran 
(pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program 
dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian 
antara tugas yang disyaratkan oleh program 
dengan kemampuan organisasi pelaksanaan. 
Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat 
dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian 
antara syarat yang diputuskan untuk dapat 
memperoleh output program dengan apa yang 
dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program  
 
3. Evaluasi 
Menurut Suchman dalam Wahab (2001, 
h.22-23) evaluasi adalah proses melekatkan suatu 
nilai pada beberapa tujuan tertentu yang dari situ 
dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam 
mencapai nilai-nilai yang telah ditentukan 
sebelumnya. Sedangkan menurut Stufflebeam 
(1985, h.159) mengungkapkan bahwa evaluasi 
merupakan suatu proses menyediakan informasi 
yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
untuk menentukan harga dan jasa (the worth and 
merit) dari tujuan yang dicapai, desain, 
implementasi dan dampak untuk membantu pem-
buatan keputusan, pertanggungjawaban dan 
meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. 
Secara lebih rinci lagi, definisi evaluasi 
program menurut World Bank (2004) dalam 
Iskandar (2012) adalah suatu kegiatan penilaian 
yang sistematis dan seobjektif mungkin terhadap 
suatu objek, program atau kebijakan yang sedang 
berjalan atau telah selesai, baik dalam desain, 
pelaksanaan dan hasilnya, di mana tujuan dari 
evaluasi program adalah untuk menentukan 
relevansi dan ketercapain tujuan, efisiensi, 
efektivitas, dampak dan keberlanjutannya, di-
mana suatu evaluasi harus memberikan informasi 
yang dapat dipercaya dan berguna agar donor 
serta pihak penerima manfaat dapat mengambil 
pelajaran untuk proses pengambilan keputusan. 
 
4. Usaha Mikro dan Kecil 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro didefinisikan 
sebagai usaha produktif miliki orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang me-
menuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 
dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil 
dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar 
yang memenuhi kritetia usaha kecil sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undangan. Kriteria 
usaha mikro  yang diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 
adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 
tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00. (tiga 
ratus juta rupiah) Sedangkan usaha kecil 
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 
penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp 50.000.000.000,00. 
 
5. Sertifikat Tanah 
Menurut Herman (2004, h.29) sertifikat 
tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah 
berupa pengakuan dan penegasan dari negara 
terhadap penguasaan tanah secara perseorangan 
atau bersama atau badan hukum yang namanya 
ditulis di dalamnya dan sekaligus menjelaskan 
lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas tanah 
tersebut. Menurut Undang Undang Pokok 
Agraria sertifikat adalah surat tanda bukti hak 
untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 
wakaf atas satuan rumah susun dan hak 
tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
Sertifikat tanah digunakan sebagai bukti untuk 
lebih memperjelas hak atas tanah seseorang yang 
diakui secara hukum. 
 
6. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah 
Usaha Mikro dan Kecil 
Program sertifikasi hak atas tanah usaha 
mikro dan kecil (UMK) merupakan program 
bantuan subsidi untuk usaha mikro dan kecil 
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dalam hal pembiayaan pelayanan sertifikasi hak 
atas tanah pada Kantor Pertanahan. Program ini 
ditujukan bagi usaha mikro dan kecil yang belum 
memiliki sertifikat tanah dan memiliki per-
masalahan dalam hal mengakses permodalan 
pada perbankan. Program Sertifikasi Hak Atas 
Tanah Usaha Mikro dan Kecil merupakan pro-
gram kerja sama lintas sektoral antara Kantor 
Pertanahan Kabupaten Malang dengan Dinas 
Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. Rang-
kaian kegiatan pelaksanaan program sertifikasi 
hak atas tanah meliputi pembentukan kelompok 
kerja tingkat kabupaten, seleksi dan penetapan 
peserta program, penyuluhan pelaksanaan pro-
gram, proses sertifikasi hak atas tanah. 
 
Metode Penelitian 
Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan metode analisis data Milles dan 
Hubberman. Dengan fokus penelitian pelaksa-
naan program sertifikasi hak atas tanah usaha 
mikro dan kecil di Desa Mulyoagung meliputi: 
proses seleksi dan penetapan peserta program di 
Desa Mulyoagung, pembiayaan yang dibebankan 
pada peserta program, proses penyuluhan di 
Desa Mulyoagung, proses atau teknis pelaksa-
naan sertifikasi hak atas tanah UMK di Desa 
Mulyoagung, serta evaluasi program dengan 
melihat sasaran dan tujuan program yang terjadi 
di Desa Mulyoagung, faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan program sertifikasi 
hak atas tanah usaha mikro dan kecil di Desa 
Mulyoagung. 
 
Pembahasan 
Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi 
Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil 
1. Penyusunan Struktur Pelaksana 
Program 
Program sertifikasi hak atas tanah usaha 
mikro dan kecil merupakan program kerja sama 
lintas sektoral antara Kantor Pertanahan Kabupa-
ten Malang dengan Dinas Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Malang. Untuk memper-lancar 
pelaksanaan program, dibentuklah Kelompok 
Kerja tingkat Kabupaten Malang berdasarkan 
Keputusan Bupati Malang Nomor 180/282/KEP/ 
421.013/2010 Tentang Perubahan Keputusan 
Bupati Malang Nomor 180/184/KEP/ 421.013/ 
2010 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Program 
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui 
Sertifikasi Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 
2010. Kelompok Kerja ini terdiri atas Ketua 
kelompok pelaksana yaitu Sekretaris Kabupaten 
Malang, Wakil ketua I dijabat oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Wakil 
ketua II dijabat oleh Kepala Dinas Koperasi dan 
UMKM Kabupaten Malang, Sekretaris yang 
dijabat oleh Kepala Seksi Pengendalian dan 
Pemberdayaan pada Kantor Kabupaten Malang, 
dengan anggota terdiri dari Kepala Seksi Hak 
Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Malang, Kepala Seksi 
Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Malang, Kepala Bidang 
Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Kabupaten malang, Kepala Seksi Pelayanan pada 
Kantor Pelayananan Pajak Pratama Kepanjen, 
dan Pimpinan BRI Martadinata Cabang Malang. 
Selanjutnya, untuk mempermudah tugas 
dari Kelompok Kerja Kabupaten Malang diben-
tuklah Tim Sekretariat dengan merujuk pada 
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Malang Nomor 39/Kep-35.07/III/2010 Tentang 
Tim Sekertariat Program Pemberdayaan Ma-
syarakat Lintas Sektor Melalui Kegiatan Ser-
tipikat Hak Atas Tanah untuk Meningkatkan 
Akses Permodalan Pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Malang tahun Anggaran 2010. Tim 
sekretariat ini terdiri atas Penanggung Jawab 
Kegiatan yang berasal dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten Malang, sekretaris dan anggota tim.  
Dalam pembentukan pelaksana program 
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang memben-
tuk tim kerja program yang terdiri dari Panitia 
Ajudikasi, Satuan Petugas (Satgas) Yuridis, 
Satgas Pengukuran dan Pemetaan, dan Satgas 
Administrasi. Pembentukan tim kerja program 
ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri 
Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah. Pembentukan 
petugas pelaksana ini juga didasarkan pada 
keahlian dan wawasan dari masing-masing petu-
gas atau pegawai Kantor Pertanahan. 
 
2. Seleksi dan Penetapan Peserta Program 
Proses seleksi dan penetapan peserta 
Program Sertfikasi Hak Atas Tanah UMK 
didasarkan pada Surat Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur 
Nomor 1350/17-35.500/II/2010, tanggal 8 
Februari 2010 dan pembentukan perihal Lokasi 
dan Target Sertipikasi Tanah Lintas Sektor 
Tahun 2010 dan Pembentukan POKMASDAR-
TIBNAH. Dalam proses seleksi dan penetapan 
peserta program Kantor Pertanahan Kabu-paten 
Malang bekerja sama dengan Kantor Dinas 
Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang untuk 
memperlancar proses seleksi peserta. Proses 
seleksi dan penetapan peserta program yang 
dilaksanakan terdiri dari identifikasi dan 
verifikasi peserta berdasarkan kriteria peserta 
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program yang tercantum pada Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis 
Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil 
Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah 
untuk Peningkatan Akses Permodalan. Dari 
proses seleksi dan penetapan peserta program 
ditetapkan sebanyak 50 peserta dari Desa 
Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten 
Malang. 
 
3. Penyuluhan Program 
Penyuluhan dilaksanakan oleh petugas dari 
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan 
didampingi oleh perwakilan dari Dinas Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Malang sebagai lembaga 
pengantar kepada Koperasi dan UMK setempat. 
Selain itu kegiatan penyuluhan ini juga dihadiri 
dan didampingi oleh perangkat desa setempat 
sebagai lembaga terdekat masyarakat yang 
menangani seluruh berkas persyaratan untuk 
sertifikasi tanah. Kegiatan penyuluhan ini 
dilaksanakan untuk menginformasikan dan 
mensosialisasikan mengenai garis besar program 
sertifikasi hak atas tanah UMK, tujuan program 
dan teknis pelaksanaan program. Kegiatan 
penyuluhan dilaksanakan dengan metode 
ceramah dan mengumpulkan seluruh peserta 
program di KUD Dau. Kegiatan penyuluhan 
dilaksanakan bertujuan untuk memperlancar 
proses kegiatan selanjutnya yaitu proses 
sertifikasi hak atas tanah usaha UMK di Desa 
Mulyoagung. 
 
4. Proses Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha 
Mikro dan Kecil 
Pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas 
tanah usaha mikro dan kecil (UMK) di Desa 
Mulyoagung dilaksanakan secara kolektif yang 
dibantu oleh koordinator dari desa dan beberapa 
perang-kat desa. Seluruh berkas persyaratan dan 
formu-lir permohonan peserta dihimpun menjadi 
satu melalui koordinator desa yang diserahkan 
pada koordinator pengumpulan data yuridis dari 
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Selan-
jutnya seluruh kelengkapan berkas persyaratan 
sertifikasi diperiksa kembali kelengkapannya 
oleh petugas dari kantor pertanahan. Tidak ada 
hambatan yang cukup serius yang dihadapi 
seluruh petugas dalam proses pengumpulan 
berkas persyaratan sertifikasi hak atas tanah.  
Setelah proses pengumpulan data yuridis, 
petugas Kantor Pertanahan melakukan pendataan 
data fisik dengan melalui proses pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah. Proses pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh 
Petugas dari Seksi Survey, Pengukuran Dan 
Pemetaan Tanah. Pengukuran bidang tanah ini 
dilakukan untuk menentukan letak geografis, 
bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah 
untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pen-
daftaran, dan terutama untuk mendapatkan data 
ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian 
batas-batas apabila karena sesuatu hal batas-
batas bidang tanah tersebut hilang. Tahap-tahap 
dalam pengukuran bidang tanah dilaksanakan 
berdasarkan pada kaidah-kaidah teknis pengu-
kuran dan pemetaan. 
Selanjutnya, setelah kegiatan pendataan 
data fisik melalui pengukuran dan pemetaan 
bidang tanah diselesaikan, petugas Kantor Perta-
nahan melalui Panitia Ajudikasi meneliti dan 
memeriksa kembali seluruh data fisik dan yuri-
dis. Kegiatan pemeriksaan dan penelitian tanah 
ini dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian 
antara data fisik dengan data yuridis yang 
dimiliki peserta atau pemohonan, serta hubungan 
hukum antara pemilik hak atas tanah dengan 
tanah yang dimiliki pemohon. Proses penelitian 
dan pemeriksaan tanah ini juga melibatkan 
langsung Kepala Desa atau perangkat desa yang 
telah ditunjuk yang mengetahui sejarah tanah 
yang dimiliki pemohon. Hasil pemeriksaan tanah 
selanjutnya diumumkan oleh Panitia Ajudikasi 
kepada seluruh peserta program. Pengumuman 
hasil pemeriksaan tanah dilaksanakan untuk 
memberikan kesempatan kepada peserta program 
maupun pihak-pihak yang mempunyai kepen-
tingan untuk menyampaikan sanggahan berdasar-
kan dari hasil pemeriksaan tanah. Mekanisme 
pengumuman hasil pemeriksaan tanah dilakukan 
selama 60 hari. Proses pemeriksaan tanah dan 
pengumuman ini dilakukan bertujuan untuk 
menghindari adanya konflik dan sengketa perta-
nahan dikemudian hari ketika sertifikat tanah 
telah diterbitkan. 
Setelah masa pengumuman berakhir, data 
fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan, 
kemudian disahkan oleh Panitia A yang di-
tuangkan dalam Berita Acara Pengesahan Data 
Yuridis dan Data Fisik. Penetapan hak dilaksana-
kan 30 hari setelah pengumuman hasil pemerik-
saan tanah kepada peserta program ser-tipikasi 
UMK. Bagi tanah milik adat yang surat-surat 
bukti lengkap dan memenuhi persyaratan, pene-
tapan haknya dilakukan melalui proses konversi. 
Bagi tanah milik adat yang surat-surat buktinya 
tidak ada, tidak lengkap, atau meragukan, 
penetapan haknya dilakukan melalui proses 
pengakuan hak. Bagi tanah milik adat yang 
sudah diterbitkan SK Pengakuan haknya oleh 
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi didaftarkan dan dibukukan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Malang tanpa diumumkan. Setelah proses sidang 
penetapan hak, Panitia Ajudikasi melakukan 
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pembukuan seluruh data fisik dan data yuridis 
yang telah diolah dan periksa dan selanjutnya 
sertifikat tanah dapat diterbitkan dan diserahkan 
kepada peserta program. 
Serangkaian proses kegiatan sertifikasi hak 
atas tanah dijalankan berdasarkan pada Peraturan 
Meneteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerin-
tah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Rangkaian kegiatan sertifikasi hak atas 
tanah usaha mikro dan kecil dijalankan untuk 
memberikan kepastian hukum atas kepemilikan 
tanah. Penguatan hukum atas tanah yang 
diberikan kepada pemilik usaha mikro dan kecil 
diharapkan dapat digunakan untuk mengakses 
sumber-sumber pembiayaan pada perbankan. 
 
5. Evaluasi Pasca Pelaksanaan Program 
Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro 
dan Kecil di Desa Mulyoagung 
Dari hasil pelaksanaan program sertifikasi 
hak atas tanah yang ditujukan bagi usaha mikro 
dan kecil yang belum memiliki sertifikat tanah 
sebagai akses jaminan modal dapat dievaluasi 
sebagai berikut: 
a. Sebanyak 50 Peserta program yang telah 
menerima sertifikat tanah setelah berakhirnya 
program. Dari 50 peserta dan juga pemilik 
usaha mikro dan kecil 60% diantaranya me-
manfaatkan sertifikat sebagai jaminan modal 
pada perbankan maupun sumber-sumber 
modal lainnya. 
b. Modal yang diperoleh usaha mikro dan kecil 
digunakan untuk pengembangan usaha dan 
memperkuat usaha yang telah dimiliki.  
c. Sedangkan usaha mikro dan kecil yang tidak 
memanfaatkan sertifikatnya untuk jaminan 
permodalan, merasa usaha yang dijalankan 
belum terlalu membutuhkan tambahan modal. 
Banyak usaha mikro dan kecil yang meng-
ikuti program, merupakan usaha yang telah 
lama berdiri dan tidak terlalu membutuhkan 
banyak modal. Hal ini menandakan bahwa 
pada proses seleksi dan penetapan peserta 
masih belum tepat sasaran. Diharapkan pada 
proses seleksi dan penetap-an pada pelaksa-
naan tahun anggaran selan-jutnya dapat lebih 
diperbaiki agar lebih tepat sasaran untuk 
usaha mikro dan kecil yang benar-benar 
membutuhkan tambahan modal. 
 
Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Pelak-
sanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah 
Usaha Mikro dan Kecil 
Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas 
Tanah Usaha Mikro dan Kecil terdapat faktor-
faktor pendukung maupun penghambat yang 
dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan 
program maupun hasil program. Faktor-faktor 
pendukung dalam pelaksanaan program ini 
diantaranya koordinasi antarlembaga atau 
instansi yang terkait pelaksanaan program yakni 
antara Kantor Pertanahan Kabupaten Malang 
dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 
Malang. Selain itu koordinasi antarpetugas 
pelaksana dari Kantor Pertanahan Kabupaten 
Malang dengan petugas maupun perangkat desa 
setempat. Keringanan biaya penyertifikatan 
tanah yang dibebankan kepada peserta juga 
menjadi salah satu faktor pendukung pelaksana-
an program. Dengan pembebasan biaya penyer-
tifikatan tanah pada Kantor Pertanahan dan 
pengurangan BPHTP sebesar 75% membuat 
partisipasi peserta menjadi sangat antusias. 
Antusiasme peserta inilah juga merupakan salah 
satu faktor pendukung pelaksanaan program. 
Suatu program maupun kebijakan akan berjalan 
dengan baik jika peserta maupun masyarakat 
yang dikenai kebijakan turut serta dalam 
mensukseskan pelaksanaan program. 
Dalam penelitian ini, selain faktor-faktor 
pendukung pelaksanaan program, juga terdapat 
faktor-faktor penghambat, diantaranya sarana 
dan prasarana, dan sumber daya manusia yang 
terbatas dari Kantor Pertanahan Kabupaten 
Malang. Sarana dan prasarana seperti alat ukur 
dan penggambaran yang terbatas jika dibanding-
kan dengan volume pekerjaan yang banyak 
menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan 
program. Sama halnya dengan sumber daya 
manusia atau petugas dari Kantor Pertanahan 
yang terbatas, juga menjadi kendala bagi Kantor 
Pertanahan. Kendala ini juga dibuktikan banyak-
nya peran ganda dalam kepanitian pelaksanaan 
program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro 
dan kecil. Untuk menyiasati kendala tersebut 
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang merekrut 
tenaga lepas atau staf honorer. Selain itu, 
sengketa dan konflik pertanahan menjadi salah 
satu faktor penghambat pelaksanaan program 
sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil. 
Tanah merupakan aset yang sangat berharga dan 
memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. 
Apalagi jika diperparah dengan lemahnya 
kekuatan hukum atas bukti-bukti kepemilikan 
tanah, sehingga memunculkan banyak sekali 
konflik dalam pertanahan. Tanah yang tidak 
mempunyai alas hak yang kuat secara hukum 
beresiko untuk mengundang sengketa atau 
permasalahan pertanahan. 
 
Kesimpulan 
Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas 
Tanah Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk 
memberikan bantuan kepada pemilik usaha 
mikro dan kecil yang belum mempunyai ser-
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tifikat tanah dan memiliki kesulitan dalam akses 
permodalan perbankan. Dalam pelaksanaannya, 
teknis-teknis dalam pelaksanaan program telah 
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang 
telah ditetapkan. Meskipun hasil pelaksanaan 
program, tidak seluruh usaha mikro dan kecil 
yang merupakan peserta pro-gram menggunakan 
sertifikat tanahnya sebagai alat jaminan per-
modalan. Meskipun pelaksanaan program sertifi-
kasi hak atas tanah di Desa Mulyoagung cukup 
lancar, terdapat beberapa faktor-faktor yang 
mendukung maupun sedikit menghambat. 
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